
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 35 TAHUN 2018

Menimbang

TENTANG
PENJABARANPERUBAHANANGGARAN PENDAPATANDANBELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA

TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATIACEH TENGGARA

: Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Aceh Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun
Anggaran 2018, sebagai iandasan operasional pelaksanaan PerubahanAPBK Tahun Anggaran 2018;

Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1103];
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 1974Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3034);
Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
aera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);
ÿndan& Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

ndonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

n , Indonesia Tahun 2011Nomor 82,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234);
. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495);

?nu kf Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
omor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23
Ta un 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

12, Undang-UndangNomor 15 Tahun 2017 TentangAnggaran Pendapatandan BelanjaNegaraTahun 2018;
eraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan PemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesmTahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tin - 2°,°ÿ tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

imma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);

eraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2007 tentangHakKeuangan danAdministratif Pimpinandan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

ajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5161);

21 M311 Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

PelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Beianja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

BeÿardÿN*111ÿ1ÿPemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana DesaYang Bersumber dariAnggaran Pendapatandan

24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

2 . PeraturanPemerintah Nomor 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

PerwakiJan RakyatDaerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 106);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
KeempatAtas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
eraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Beianja

NegaraTahunAnggaran 2018;



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 146);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
ersum er dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

450), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
eraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial yang
ersum er dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

450);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pegelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

an Daerah Kabupaten/Kota Vang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita
NegaraRepublik IndonesiaTahun 2017 Nomor 197);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja DaerahTahun Anggaran 2018;

34. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor 2 Tahun 2008 tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah;

35. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
KabupatenAceh Tenggara;

36. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
TahunAnggaran 2018;

ÿ ÿej"aturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
a upatenAceh Tenggara Tahun Anggaran 2018, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan BupatiAceh Tenggara
omor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara

Tahun Anggaran 2018 , dan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan
PenjabaranAnggaran Pendapatandan Belanja KabupatenAcehTenggara Tahun Anggaran 2018



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KABUPATENACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal1

PerubahanAnggaran Pendapatandan Belanja KabupatenAceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1. Pendapatan
a. PendapatanAsli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerahyang Sah

Jumlah Pendapatan

Rp. 73.908.495.347,00
Rp. 799.734.549.000,00

Rp. 294.424.990.458.00
Rp. 1.168.068.034.805,00

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja BantuanSosial
6) Belanja BagiHasil
7) Belanja BantuanKeuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten,PemerintahanDesa
8) BelanjaTidak Terduga

Jumlah BelanjaTidak Langsung

Rp. 394.157.897.173,00

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 1.656.000.000,00

Rp 644.437.000,00

Rp. 0,00

Rp. 403.341.675.200,00

Rp. 11.300.000.000.00
Rp. 811.100.009.373,00



b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) BelanjaModal

Jumlah Belanja Langsung

JumlahBelanja
Surplus / (Defisit)

Rp. 56.599.879.500,00
Rp. 172.454.616.066,00
Rp. 217.499.849.922.00

Rp. 446.554.345.488.00
Rp. 1.257.654.354.861,00

Rp. [89.586.320.056,00}

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 89.586.320.056,00
Rp. _0M

Sisa LebihPembiayaanAnggaran Tahun Berkenaan

Rp. 89.5Bfi.320.056.00

Rp. 0,00

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1tercantum
dalam LampiranIPeraturan Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II,Lampiran IIIdan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal4
Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 danPasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PeraturanBupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan PejabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.



Pasal 6
PeraturanBupatiAceh Tenggara inimulaiberlakupada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini dalam Berita

Daerah.

Ditetapkandi : Kutacane
PadaTanggal : 3 Desember 2018

BUPATIACEH TENGGARA/

RAIDINPINIM
Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal_: 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

MHD.RIDWAN

Berita DaerahKabupatenAceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 35




